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DIAN ANDIRA KADIR (B11111022), Autonomic Legislation Dalam 
Bidang Hukum Pidana (Studi Kasus Kode Etik Notaris), Dibimbing 
oleh Said Karim sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penggunaan Autonomic 
Legislation dalam bidang hukum pidana dan bagaimana penegakan 
Autonomic Legislation dalam bidang hukum pidana.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung dengan 
sejumlah notaris dan Majelis Pengawas Daerah, dan studi kepustakaan 
dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-
penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 
Urgensi penggunaan Autonomic Legislation dalam bidang hukum pidana 
adalah sebuah bentuk pendidikan hukum yang baik dalam kerangka 
perlindungan hukum kepada notaris agar tidak terseret kasus hukum di 
kemudian hari. dalam kerangka hukum progresif seorang notaris dapat 
memandang pencegahan tindak pidana pada umumnya, pencucian uang 
pada khususnya sebagai sebuah kewajiban etik yang diembannya dalam 
menjalankan tugas. Merumuskan aspek pencegahan tindak pidana dalam 
aturan kode etik merupakan pandangan yang progresif dalam bidang 
hukum pidana. Penegakan Autonomic Legislation dalam bidang hukum 
pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-
penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, 
penangkalan, dan pengendalian) tanpa pidana sebelum kejahatan terjadi. 
Adapun saran dari penulis yaitu perlu dilakukan kajian yang lebih 
mendalam dari para akademisi hukum untuk membuat rumusan yang 
holistik mengenai pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian 
kejahatan dalam bidang kenotariatan. Perlu dibuat suatu kebijakan hukum 
pidana yang dapat mencegah berbagai tindak pidana notaris dalam 
kerangka kode etik. Kebijakan yang bersifat non-penal ini merupakan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagai mana yang 
diatur dalam  Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945. Konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” bukanlah 
merupakan konsep baru dalam perkembangan hukum ketatanegaraan. 
Konsep negara hukum memberikan implikasi bahwa setiap hal yang 
menyangkut kehidupan masyarakat memiliki landasan hukum dan akibat 
hukum.Profesor Utrecht membedakan antara “Negara Hukum Formil” atau 
“Negara Hukum Klasik”, dan “Negara Hukum Materil” atau “Negara 
Hukum Modern”. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum 
yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-
undangan tertulis.Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil 
yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.1 
Konsep negara hukum pada hakikatnya merupakan perkembangan 
rasionalitas manusia dalam hidup bermasyarakat.Bahwa setiap tindak-
tanduk manusia haruslah didasarkan pada aturan hukum, baik yang 
dikodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi (kebiasaan).Salah satu bagian 
dalam klasifikasi ilmu hukum adalah hukum pidana.Hukum pidana 
merupakan hukum yang mengatur mengenai segala perbuatan yang 
                                                         
1
 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Diakses dari 
http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Diakses 
pada tanggal 19 September 2014, Pukul 19. 44 WITA. 
 2 
dikategorikan sebagai tindak pidana.Hukum pidana terdiri dari norma-
norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh 
pembentuk undang-undang) yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi 
berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.Dengan 
demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu 
sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang 
mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana 
terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu), dan dalam keadaan-
keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang 
bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan-tindakan tersebut.2 
Hukum pidana sebagaimana bagian dari klasifikasi ilmu hukum 
juga memiliki kriteria-kriteria hukum, yaitu terdapat sumber di mana hukum 
tersebut didapatkan.Sumber hukum merupakan asal atau tempat untuk 
mencari hukum.Tempat untuk menemukan hukum disebut sumber hukum 
dalam arti formil. Menurut Sudarto, sumber hukum pidana Indonesia 
adalah sebagai berikut:3 
1. Sumber utama hukum pidana di Indonesia adalah hukum 
yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah 
KUHP, yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht 
voor nederlandsch indie(W.v.S), sebuah Titah Raja 
(Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan 
                                                         
2
 P. A. F Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar 
Baru, hlm. 1-2. 
3
 Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indoensia, 
hlm. 22. 
 3 
mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau 
W.v.S.v.N.I. ini merupakan turunan dari Wetboek van 
Strafrechtvordering Negeri Belanda, yang selesai dibuat 
tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus 
persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-
penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah 
jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan 
dasar filsafatnya tetap sama. 
2. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk 
orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga 
dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang 
masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi 
salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada 
Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) 
Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum 
pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu 
saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada 
dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana 
tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai 
sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang 
tercantum dalam Pasal 1 KUHP. 
3. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan). M.v.T. adalah 
penjelasan atas rencana undang-undang pidana,yang 
 4 
diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda 
bersamadengan Rencana Undang-undang itu kepada 
Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan 
menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai 
berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan 
KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. 
untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini 
yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy 
dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari 
W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk 
memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di 
dalam KUHP yang sekarang berlaku. 
Selain ketiga sumber yang telah disebutkan, Autonomic Legislation 
juga merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber 
hukum.Menurut Edgar Bodenheimer, Autonomic Legislation adalah 
kemampuan seseorang, badan hukum, atau organisasi tertentu untuk 
membuat suatu aturan yang mirip dengan hukum untuk mengatur dirinya 
sendiri.4Beberapa contoh konkrit dari Autonomic Legislation seperti kode 
etik suatu profesi tertentu atau anggaran dasar dan anggara rumah 
tangga dari organisasi tertentu.Dalam perkembangan hukum Indonesia, 
Autonomic Legislation belum digunakan sebagai sumber hukum.Padahal 
dalam kasus-kasus tertentu, suatu tindak pidana pada awalnya 
                                                         
4
 Shidarta, 2011, Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim, Medan: PUSHAM UII, 
hlm. 9. 
 5 
merupakan pelanggaran kode etik. Kode etik dalam dunia professional, 
menurut Valerine J.L. Khriekoff, “each day the professional must 
frequently shuttle between his private moral world and a different 
professional world-a-world of clients, corporations, and patients. When 
faced with a situation in his professional world he may respond to it in an 
infinitely different manner than his private moral system might 
dicate(Setiap hari seorang professional harus membedakan, pada saat 
mengahadapi dunia profesionalnya, tingkah laku seorang professional 
harus berbeda dengan tingkah laku seorang professional harus berbeda 
dengan tingkah laku kehidupan sehari-harinya).” 
Agar dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
Autonomic Legislation sehubungan dengan ilmu hukum pidana, maka 
penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: 
“Autonomic Legislation Dalam Penegakan Hukum Pidana” 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah: 
1. Apakah urgensi penggunaan Autonomic Legislation dalam 
bidang hukum pidana ? 
2. Bagaimanakah penegakan Autonomic Legislation dalam 




C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui urgensi penggunaan Autonomic Legislation 
dalam bidang hukum pidana. 
2. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan Autonomic Legislation 
dalam bidang hukum pidana. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada 
umumnya, dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya. 
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk akademisi dan praktisi 
hukum demi penegakan hukum pidana. 
3. Sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi di Fakultas 











A. Ilmu Hukum Pidana 
1. Definisi Hukum Pidana 
Dalam literatur hukum pidana jarang sekali dijelaskan, bahwa istilah 
hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang mempunyai banyak 
pengertian. Tidak adanya penjelasan ini membawa konsekuensi sering 
adanya pemahaman yang kurang benar tentang apa yang dimaksud 
dengan istilah hukum pidana. 
Penjelasan terhadap pengertian hukum pidana dirasa sangat 
urgen, oleh karena itu istilah hukum pidana merupakan istilah yang 
mempunyai lebih dari satu makna.Seringkali orang memberikan batasan 
atau definisi tentang hukum pidana, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya 
hanyalah bagian dari hukum pidana. 
Dengan suatu penjelasan diatas sebenarnya ingin dikemukakan, 
bahwa oleh karena istilah hukum pidana merupakan istilah yang 
mempunyai lebih dari satu pengertian 5 , maka harus dipahami, bahwa 
berbagai batasan atau pengertian yang ada tentang hukum pidana 
sebenarnya hanya menggambarkan isi dari hukum pidana 
seutuhnya.Sebab, tidak ada satu batasanpun yang dapat dianggap 
sebagai batasan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum6, 
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 Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif 
Pembaharuan, Malang: UMM Pres, hlm 11. 
6
Ibid hal 11. 
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yang menggambarkan pengertian pengertian hukum pidana secara 
utuh.Batasan atau pengertian hukum pidana seringkali hanya 
menggambarkan dari sudut mana orang melihat hukum pidana. 
Banyaknya batasan atau pengertian tentang hukum pidana yang 
diberikan oleh para sarjana menggabarkan betapa sebenarnya ruang 
lingkup hukum pidana itu sangatlah luas.Pengertian Hukum Pidana dapat 
dilihat dari berbagai aspek.Untuk maksud itu berikut ini dikutipkan 
beberapa pandangan dari para sarjana tentang pengertian hukum pidana. 
1) Menurut Soedarto, Beliau memberikan batasan atau pengertian 
tentang hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan 
kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu 
akibat yang berupa pidana 7 . Dengan batasan seperti itu, maka 
menurut Soedarto, hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, 
yaitu : 
a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu 
b. Pidana 
Menurut Soedarto, dengan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, 
yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu 
dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat dengan 
perbuatan jahat. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
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 Soedarto, 1975, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro, Semarang:  hlm. 7 
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perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, yang menurut 
Soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tata tertib. 
 Apabila dicermati dan dikaji secara mendalam, batasan atau 
pengertian hukum pidana yang diberikan Soedarto tersebut sebenarnya 
menjelaskan tentang bagian dari hukum pidana yaitu hukum pidana 
materil, dengan kata lain dalam memberikan batasan atau pengertian 
hukum pidana diatas, Soedarto hanya melihat dari suatu aspek saja dari 
hukum pidana, yaitu aspek materil, padahal selain hukum pidana materil 
dikenal juga apa yang disebut hukum pidana formil atau yang lazim 
disebut hukum acara pidana. 
2) Menurut Lemiere, senada dengan soedarto, Lemaire juga 
memberikan batasan atau pengertian hukum pidana sebagai 
norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-
larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan 
dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaanyang 
bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa 
hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang 
menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam 
keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta 
hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan, serta hukuman 
yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan 
tersebut. 
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Batasan atau pengertian hukum pidana yang diberikan Lemaire 
tersebut diatas juga belum menggambarkan batasan atau pengertian 
hukum pidana.Batasan yang diberikan Lemaire tersebut sebenarnya juga 
hanya menggambarkan isi dari hukum pidana materil, bukan 
menggambarkan isi dari hukum pidana materil, bukan menggambarkan 
pengertian hukum pidana.Batasan atau pengertian hukum pidana yang 
diberikan Lemaire tersebut hanya berisi mengenai isinya hukum pidana 
(substantive criminal law).Jadi hanya menggambarkan batasan dari 
bagian hukum pidana, yaitu hukum pidana materil. 
3) Menurut Moeljatno, berbeda dengan dua sarjana diatas, Moeljatno 
memberikan batasan atau pengertian yang lebih utuh tentang 
hukum pidana. Dalam pandangan yang diberikan Moeljatno, 
pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana formil. 
Menurut Moeljatno 8 , hukum pidana adalah bagian dari pada 
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang 
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertaia ancaman atau 
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
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 Moeljatno, 1985,  Azaz-Azaz Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 1. 
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b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yaitu telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
Apabila dicermati, maka batasan atau pengertian hukum pidana 
yang diberikan Moeljatno lebih lengkap dan relatif lebih utuh. Rumusan 
hukum pidana yang tersebut dalam butir a diatas sebenarnya 
membicarakan tentang tindak pidana(criminal act) yaitu perbuatan-
perbuatan yang dilarang, sementara yang tersebut dalam butir b 
membicarakan tentang pertanggung-jawaban pidana(criminal 
responsibility), yaitu membicarakan tentang kapan dan dalam hal-hal 
seperti apa kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana dapat 
dijatuhi pidana. 
4) Menurut Simons, Hukum PIdana adalah :9 
a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara 
diancam dengan nestapa, yaitu suatu “pidana” apabila tidak 
ditaati. 
b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat 
untuk penjatuhan pidana, dan 
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c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk 
penjatuhan dan penerapan pidana. 
Batasan hukum pidana yang diberikan Simons diatas mengandung 
makna, bahwa hukum pidana meliputi hukum pidana materil yang berisi 
tentang larangan atau perintah dan mengancam dijatuhkannya pidana 
apabila dilanggar (criminal act) serta syarat-syarat untuk perjatuhan 
pidana (criminal responsibility) disamping juga meliputi hukum pidana 
formil yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. 
5) Menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keselurahan dasar 
dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk 
menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang 
bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu 
nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. 
Dari berbagai batasan atau pengertian tentang hukum pidana 
sebagaimana terurai diatas, maka dapat dikemukakan, bahwa hukum 
pidana hakikatnya adalah aturan atau ketentuan hukum yang mengatur 
tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang secara populair disebut 
tindak pidana (criminal act), mengatur tentang syarat-syarat dapat 
dijatuhkannya pidana atau pertanggung jawaban pidana (criminal 
responsibility) dan mengatur tentang cara-cara atau prosedur penjatuhan 
pidana. 
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Dua hal yang disebut pertama diatas hakikatnya merupakan isi dari 
hukum pidana materil sedangkan satu hal yang disebut terakhir 
hakikatnya merupakan isi dari hukum pidana formil. 
 
2. Asas Hukum Pidana 
1) Legalitas hukum pidan lex temporizes delectie/asas legalitas 
Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas 
fundamental.Asas legalitas dalam hukum pidana penting untuk 
menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan 
terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak 
pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang 
mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat 
diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. 
Dengan demikian, mengikuti asas legalitas dalam hukum pidana, 
maka syarat pertama untuk menindak terhadap suatu tindak pidana 
adalah adanya ketentuan dalam undang-undang (pidana) yang 
merumuskan tindak pidana itu dan memberikan sanksi terhadapnya. Hal 
ini disebabkan, pada hakikatnya suatu peraturan undang-undang lebih-
lebih peraturan hukum pidana yang berlaku untuk masa yang akan dating. 
Artinya, untuk hal-hal yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan10. 
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Ketentuan seperti ini dalam hukum pidana di rumuskan dalam 
bahasa latin “Nullum delictum, noela poena, sine lege”. Atau yang secara 
singkat disebut “noela poena, sine lege”.Dalam bahasa popular asas ini 
disebut asas legalitas. Dalam KUHP yang sekarang berlaku asas ini 
terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan 
dapat dipidana kecuali (koersif dari penulis) atas kekuatan aturan pidana 
dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan 
dilakukan”. Asas legalitas ini disamping yang kita kenal dalam hukum 
pidana materil juga kita temui dalam hukum pidana formil (Hukum Acara 
Pidana dengan pengertian yang berbeda). 
a. Asas Legalitas Formil 
Sebagaimana diatas telah disinggung, bahwa asas legalitas formal 
sudah secara ekspelisit dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 (1) 
KUHP.Dalam konteks Pasal 1 (1) KUHP asas legalitas mengandung 
beberapa pengertian. Menurut Moeljatno, biasanya asas legalitas 
(formal,pen) mengandung tiga pengertian : 
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu 
aturan undang-undang. 
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi(qiyas). 
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3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh surut, sementara itu 
Schaffmeister, keijzer dan sutorius11. 
b. Asas Legalitas Materil 
Prinsip atau asas ini menggariskan, bahwa dasar untuk 
menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat 
melawan hukum atau sebagai perbuatan pidana adalah nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis. Legalitas material 
akan menjadi sebuah refleksi dari keinginan dan rasa keadilan 
masyrakat. Asas ini memberikan kepastian secara substansiil atau 
secara materil. 
2) Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraf zonder schuld)  
Asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan 
memiliki arti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana bru dapat  di 
pidana bila ada unsur kesalahan. Adapun hal-hal yang dapat meniadakan 
pidana dintaranya : 
a. Jasmani atau rohani yang catat. 
b. Adanya keadaan yang memaksa yang tidak dapat dihindarkan 
c. Untuk mempertahankan diri 
d. Menjalankan ketentuan undang-undang 
e. Menjalankan perintah jabatan 
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3. Sumber Hukum Pidana Indonesia 
Istilah “sumber hukum” mengandung pengertian tempat dimana 
ditemukan hukum. Dalam konteks hukum pidana indonesia paling tidak 
sampai saat ini, maka sumber hukumnya dapat disebut sebagai berikut : 
1) Sumber Utama 
Sumber utama dari hukum pidana Indonesia adalah hukum yang 
tertulis.KUHP merupakan sumber hukum pidana tertulis di 
Indonesia.KUHP ini merupakan induk peraturan hukum pidana positif 
(yang sedang berlaku).KUHP yang merupakan induk peraturan hukum 
pidana yang berasal dari Werboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch 
Indie atau yang biasa disingkat WvS merupakan sebuah Titah Raja 
tertanggal 15 oktober 1915 No. 33 yang mulai berlaku pada tanggal 1 
januari 1918. Pada awalnya WvS diberlakukan di Indonesia (Jawa dan 
Madura) berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1946. Dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1946 tersebut khususnya pasal 1 ditegaskan, 
bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku adalah peraturan-
peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. 
Sumber Hukum Pidana lainnya tertulis lainnya adalah peraturan-
perturan pidana diluar KUHP yang tersebar dalam berbagai Undang-
undang.Sampai sekarang ini hukum pidana tertulis diluar KUHP sebagai 
sumber hukum pidana jumlahnya sudah tak terbilang. 
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2) Sumber Hukum Pidana lainnya  
a. Hukum Pidana adat  
Pada hemat penulis, persoalan adanya sumber hukum pidana tidak 
tertulis ini perlu mendapatkan perhatian. Seringkali dalam proses 
peradilanpidana orang selalu terfokus pada sumber-sumber hukum tertulis 
saja. Pikiran semacam ini hakikatnya merupakan perwujudan dari sebuah 
kontruksi pikir yang legalistik/formalistik yang dipengaruhi adanya aliran 
legisme dalam hukum. Dalam konteks indonesia pikiran-pikiran seperti ini 
tidaklah terlalu tepat, sekalipun harus juga disadari bahwa hukum pidana 
tertulis merupakan sumber utama.12. Namun demikian, tidak berarti bahwa 
norma/hukum yang biasa dijadikan dasar hukum untuk pengenaan pidana 
hanyalah sumber hukum pidana tertulis. 
Kurangnya pemahaman tehadap adanya sumber hukum tak tertulis 
khususnya dalam hukum pidana sebenarnya dapat dimaklumi, mengingat 
selama ini penjelasan terhadap berlakunya asas legalitas yang termuat 
dalam Pasal 1 (1) KUHP- Sebagai “warisan” hukum colonial belandaselalu 
tidak disertai dengan penjelasan yang bersifat kontekstual. Asas legalitas 
selalu dipahami secara tekstual, sehingga pemahamanya selalu 
mengesampingkan hukum (pidana) tak tertulis sebagai sumber hukum. 
Dalam banyak literatur hukum pidana penjelasan secara kontekstual 
terhadap persoalan ini jarang sekali dilakukan, sehingga pemahaman 
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yang menjadi dasar pemikiran calon sarjana hukum selalu terkonstruksi 
berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang sangat legalistik dan 
formalistik.  
Penegasan secara formal berkaitan dengan penggunaan hukum 
pidana tak tertulis sebagai sumber hukumini sebenarnya telah dituangkan 
dalam beberapa undang-undang.Sekalipun patut dicatat, bahwa 
sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum (sebagai justifikasi dan 
legitimasi, pen) yang diambil dari ketentuan undang-undang (untuk 
memberlakukan hukum tak tertulis/hukum adat, pen), sebab hukum adat 
itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya13. 
Oleh karena itu dalam konteks ini ditolak pandangan, bahwa dasar 
untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat 
melawan hukum atau yang lazim disebut sebagai perbuatan/tindak pidana 
hanyalah hukum pidana tertulis.Dalam konteks ini dianut pandangan, 
bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap 
bersifat melawan hukum (perbuatan/tindak pidana) Meliputi baik hukum 
pidana tertulis seperti diatur dalam Pasal 1 (1) KUHP—maupun hukum 
pidana tidak tertulis (living law) oleh karenanya, sekalipun KUHP yang 
sekarang berlaku tidak memberikan tempat bagi hukum tidak tertulis 
sebagai dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan 
dianggap sebagai perbuatan-tindak pidana, tetapi mestinya hukum tidak 
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tertulis itu juga harus dijadikan dasar untuk menentukan patut tidaknya 
suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum. 
4. Perkembangan Hukum Pidana  
Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan 
sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu 
cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga 
kemasyrakatan yang menetap.Demikian juga masyrakat seiring dengan 
kemajuan yang dialami masyrakat dalam berbagai bidang, bertambah 
juga peraturan-peraturan hukum.Penambahan peraturan hukum itu tidak 
dapat dicegah karena masyrakat berharap dengan bertambahnya 
peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun 
mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu 
bertambah14. 
Namun, di Indonesia perubahan dan kemajuan yang dialami 
selama Orde Baru (1966-1998) menimbulkan beberapa aspek negatif, 
antara lain penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian 
rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi 
masyrakat, serta terjadinya suatu praktik-praktik negatif dalam proses 
peradilan. Keadaan demikian mendorong majelis permusyawaratan rakyat 
(MPR) menetapkan dalam ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, antara 
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Pembangunan, hlm. 273. 
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lain pada Bab IV huruf C, butir 2 huruf c, sebagai berikut15, “Menegakkan 
supremasi hukum dalam kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan 
bernegara”. 
Hal tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan negara hukum 
sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945 
sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan nasional.Upaya 
mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya 
sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga 
aparat negara terutama aparat penegak hukumnya sehingga diperoleh 
aparat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jika 
hal di atas dapat terwujud, akan tercapai sikap dan perilaku seluruh aparat 
dan masyrakat yang menjunjung tinggi hukum. 
Hukum Pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pidana pada 
umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan 
hukum-hukum lain,yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah 
ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui 
didalam hukum benar-benar akan ditaati orang. 
Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu 
keadaan-keadaan dalam pergaulan hidup bermasyrakat, baik dalam 
lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar 
didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian 
hukum dan lain sebagainya. 
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Akan tetapi didalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan 
adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, 
yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan 
untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leedatau 
suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu pelanggaran 
terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah 
ditentukan didalamnya.Didalam hukum perdata misalnya, orang mengenal 
lembaga penyitaan harta kekayaan milik seseorang untuk memulihkan 
kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatannya pada orang lain16. 
Akan tetapi penderitaan yang bersifat khusus di dalam hukum 
pidana sifatnya sangat berbeda dengan penderitaan didalam hukum 
perdata seperti yang telah dikatakan diatas, oleh karena didalam hukum 
pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau 
lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim 
terhadap orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur 
dalam hukum pidana, 
Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam 
bentuk hukuman-hukuman, telah menyebabkan hukum pidana 
mendapatkan suatu tempat yang tersendiri diantara hukum-hukum yang 
lain, yang menurut pendapat para sarjana; hukum pidana itu hendaknya 
dipandang sebagai suatu ultimum remediumatau sebagai suatu upaya 
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 22 
yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki 
kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum 
pidana itu didalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-
pembatasan yang seketat mungkin.17 
Perkataan ultimum remediumtersebut, untuk pertama kali 
dipergunakan oleh Menteri kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman 
didepan parlemen Negeri Belanda, untuk menjawab pernyataan salah 
seorang anggota parlemen yaitu Tuan Mackay, yang mengatakan bahwa 
ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu 
penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu 
pelanggaran-pelanggaran. 
Mengenai pernyataan dari Tuan Mackay tersebut, Menteri 
Modderman mengatakan antara lain:18 
“Saya percaya bahwa asas ini bukan saja selalu dapat dibaca 
didalam peraturan-peraturan, melainkan juga berulang kali telah 
diucapkan, walaupun mungkin didalam bentuk lain. Asas tersebut 
adalah: bahwa yang dapat di hukum pertama-tama adalah 
pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu condition 
sine qua non.Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah 
pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman 
tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu 
hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir.Pada dasarnya 
setiap ancaman hukuman itu pastilah dapat keberatan-keberatan. 
Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan 
penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, 
melainkan benar bahwa disitu orang harus membuat penilaian 
mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjagaagar 
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hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuh dan jangan 
sampai membuat penyakitnya lebih parah” 
 Ternyata tidak semua sarjana hukum itu sependapat dengan 
menteri Modderman yang memandang hukum pidana itu sebagai suatu 
ultimum remedium. 
 
B. Autonomic Legislation 
Ilmu Hukum, sering dipahami sekedar ilmu tentang peraturan (segi 
formal-legalistik aturan) dan dipahami  sebatasrechtsdogmatiek, sebuah 
ilmu praktis yang normologik. Konsepsi seperti ini memang tidak 
seluruhnya salah.Sesuai namanya, hukum memang menyangkut 
peraturan.Kutub legalis, meminjam istilah Kriekhoff, memang cenderung 
mengkaji dokumen hukum sebagai sumber penelitian hukum, yakni apa 
yang dikenal sebagai legal document atau legal sources. Namun seperti 
J.C. Gray dan Bodenheimer, sumber penelitian hukum juga ada yang 
bersifat non legal materials atau non-formal. 19 Tapi, identifikasi hukum 
sebagai soal formal-legalistik aturan per se, hanya  salah satu riak 
pemikiran tentang hukum. Di samping segi formal peraturan, orang masih 
berbicara tentang muatan nilai dari peraturan itu, berikut roh dan summum 
bonum-nya. 
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 Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, Autonomic Legislation Sebagai Sumber Hukum 
Formal Dalam Penelitian Hukum,  Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada 
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Bahwa hukum bukan hanya undang-undang tertulis sudah diakui 
oleh para sarjana hukum yang mengkaji hukum sebagai ilmu tentang 
perilaku atau yang menggunakan pendekatan sosial dalam mengkaji 
hukum seperti para Antropolog Hukum, tetapi juga oleh para teoritisi 
hukum.Hal ini sejalan dengan pendapat Djojodiegono yang 
mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu normencomplex, yaitu 
kesatuan istilah untuk peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan 
lainnya yang bersumber dari manapun yang juga mencantumkan 
pembatasan terhadap kebebasan dari anggota masyarakat tertentu untuk 
bertindak atau berperilaku20. 
Aturan-aturan lain yang dimaksudkan oleh Djojodiegono 
merupakan bagian dari suatu kesatuan sistem hukum.Untuk menemukan 
aturan-aturan lain inilah maka upaya penemuan hukum bukan saja 
terletak di bahu para hakim dan/atau pejabat legislatif, namun juga 
merupakan tugas yang diemban oleh setiap akademisi dan praktisi hukum 
melalui kegiatan penelitian dalam bidang hukum. 
Hingga saat ini dapat dikemukakan bahwa diantara para peneliti 
hukum masih terdapat dua kutub tentang apa yang dikategorikan sebagai 
sumber dalam penelitian hukum. Pada kutub yang satu para legalis 
berpendirian agar para peneliti hukum kembali kepada fitrahnya, yaitu 




mengkaji dokumen yang dikategorikan sebagai “legal document” atau 
“legal source”. Menurut J. Salmond, legal source adalah:21 
“… the official, authoritative text from which formulated legal rules 
usually derived their force: constitution, statutes, treaties, executive 
orders and ordinaces, yudicial opinion, and rules of court(Tulisan 
autorative yang resmi, yang dirumuskan aturan hukum yang 
biasanya berasal dari kekuatan mereka. Misalnya : konstitusi, 
patung, perjanjian, eksekutif, perintah dan ordinaces, pendapat 
yudicial dan pengaturan).” 
 
Wawasan lebih luas dimiliki oleh para aliran historis yang 
mengemukakan bahwa sumber penelitian hukum terdiri dari “legal and 
non-legal materials”.Sedangkan menurut Bodenheimer, sumber hukum 
dapat dikategorikan menjadi formal dan non-formal. Bodenheimer 
mengemukakan bahwa sumber hukum formal adalah:22 
“sources which are available in an articulated textual formulation 
embodied in authoritative legal document. Exp: (a) constitution and 
statutes; (b) executive orders; (c) administrative regulations; (d) 
ordinances; (e) charters and by laws of autonomous and 
semiautonomous bodies and organization like autonomic 
legislation; (f) treaties and certain other agreement; (g) yudicial 
precedents(Sumber yang tersedia dalam formulasi tekstual yang 
diartikulasikan terkandung dalam dokumen hukum 
otoratif.Misalnya : (a) konstitusi dan undang-undang, (b) perintah 
eksekutif, (c) peraturan administrasi (d) tata cara, (e) piagam dan 
undang-undang badan otonom dan semi otonomi organisasi 
seperti otonom, (f) perjanjian dan kesepakatan tertentu lainnya. 
(g)preseden yudical).” 
Istilah non-formal oleh Bodenheimer didefinisikan sebagai:23 
“legally significant materials and considerations which hane not 
received an authoritative or at least articulated formulation and 
embodiment in formalized legal document. Exp: (a) standard of 
justice; (b) principles of reason and consideration of the nature of 
thing; (c) individual equity; (d) public policies; (e) moral conviction; 
(f) social trends; and (g) customary law(Bahan hukum yang 








signifikan dan pertimbangan yang belum menerima rumusan 
berwibawa atau setidaknya diartikulasikan dan perwujudan dalam 
dokumen hukum pidana formil. Misalnya : a. standar keadilan b. 
prinsip-prinsip dan pertimbangan sifat).” 
Salah satu sumber hukum formal yang dikemukakan oleh 
Bodenheimer adalah, “charters and by laws of autonomous and 
semiautonomous bodies and organizations” yang lebih spesifiknya 
disebutkan sebagai autonomic legislation. Konsep autonomy dalam 
konteks ini dirumuskan sebagai, “the powers of persons or organizations 
other than the government to make laws or adopts rule essentially similar 
in charter to laws”24. 
The powers of persons or organization dalam bahasa Bodenheimer 
pada masa kini dicerminkan oleh kekuasaan korporasi dan asosiasi dalam 
merumuskan aturan-aturan berorganisasi dan anggaran rumah tangga 
dengan tujuan untuk menata hubungan yang terjalin di dalamnya.Aturan 
yang dibuat juga diakui oleh pengadilan sebagai penentu hak dan 
kewajiban bagi para anggota dari korporasi atau asosiasi tertentu. Contoh 
lain yang dapat dikemukakan adalah bagaimana organisasi-organisasi 
profesi yang semakin beragam dewasa ini mengembangkan hukum yang 
bersifat otonom, dalam membentuk aturan terkait kedisiplinan yang biasa 
disebut sebagai kode etik. 
Kode etik oleh Edgar Bodenheimer dapat dikelompokkan kedalam 
jenis aturan yang disebut autonomic legislation.Biasanya kode etik tidak 
pernah dianggap sebagai bagian dari hukum positif suatu negara, Namun 
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disadari atau tidak, kode etik dapat saja secara diam-diam diadopsi 
menjadi salah satu jenis sumber formal hukum.Perkembangan hukum di 
Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mencantumkan kode 
etik harus ditaati sehingga kode etik merupakan bagian dari hukum positif 
yang akan menimbulkan sanksi hukum bagi pelanggarnya25. 
 
C. Etika Profesi Hukum Dari Notaris 
1. Profesi Notaris 
Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) 1860 ditegaskan, bahwa 
pekerjaan notaris adalah pekerjaan resmi (ambtelijke verrichtigen) dan 
satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik, 
sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada 
pejabat lain. 
Karena tugas yang diembannya sangat berat, para notaris dituntut 
untuk bekerja secara professional.Pada zaman penjajahan, notaris harus 
diangkat langsung oleh gubernur jendral.Hal ini menunjukkan notaris 
adalah profesi terhormat menuntut kualifikasi tersendiri.Dalam hal ini 
belum dipersyaratkan, bahwa notaris harus sarjana hukum. 
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 Contoh “infliltrasi” dari autonomic legislation ini adalah dalam Pasal 17 ayat (1) 
huruf f jo. Pasal 62 ayat (2) dan 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
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Rp500 juta.Di samping itu masih terdapat sanksi-sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan 
menurut Pasal 63. 
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Artinya, siapa pun dapat menduduki jabatan itu, asalkan benar-
benar menguasai seluk beluk profesinya.Kesempatan yang luas seperti itu 
tampaknya dewasa ini mulai dihapuskan.Hal ini dapat dilihat dari 
persyaratan menempuh pendidikan notariat di berbagai perguruan negeri, 
yang hanya menerima sarjana hukum sebagai peserta. 
Ditinjau dari prosedur pengangkatannya, maka sesuai dengan PJN 
1860 itu, berarti sekarang ini yang perlu mengangkat notaris seharusnya 
adalah pejabat setingkat gubernur jendral, yaitu presiden.Menurut g.h.s.l 
Tobing (Forum Keadilan, No. 21/Juli 1990) berpendapat, bahwa menurut 
ketentuan seharusnya pengangkatan notaris tetap kepala negara. 
Keharusannya ini erat kaitannya Pasal 1968 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, yang mengatakan notaris adalah pejabat umum satu-
satunya yang berwenang membuat akte otentik (kecuali disebutkan ada 
pejabat lain yang ditentukan lain oleh undang-undang). Kewenangan 
membuat akte otentik ini menurut notaris harus bebas dari pengaruh 
eksekutif.26 
Dalam Perkembangan berikutnya, sejak tahun 1985, wewenang itu 
telah didelegasikan kepada menteri kehakiman, kendati landasan 
perubahan wewenang itu hanya berbekal keputusan menteri 
kehakiman.Di sini menteri kehakiman juga bertindak selaku pengawas 
notaris.Selain menteri kehakiman (pemeritah) pengawasan terhadap 
notaris juga dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang menyangkut 
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 Christine S.T. Kansil, 1996, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, 1996, Jakarta: PT 
Pradnya Paramita, hlm. 67. 
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tugas-tugas berkaitan dengan peradilan (Pasal 36 Undang-undang No. 14 
Tahun 1985).Secara umum tugas pengawasan terhadap notaris memang 
dibebankan kepada departemen kehakiman.Bahkan lebih jauh lagi, 
menteri kehakiman juga berwenang menentukan formasi notaris untuk 
daerah-daerah tertentu. 
Pasal 1 kode etik notaris menegaskan, bahwa notaris sebagai 
pejabat umum adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam melakukan tugasnya selalu dijiwai 
Pancasila, sadar dan taat pada hukum, peraturan jabatan notaris, sumpah 
jabatan, kode etik notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik. Segala 
persyratan itu ditambah lagi, yakni dalam melakukan tugasnya, notaris 
harus ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan 
dibidang hukum.Kepribadian yang baik serta senantiasa menjunjung tinggi 
martabat dan kehormatan notaris ini harus tercermin baik didalam maupun 
di luar tugas jabatannya.Dalam Pasal ini terkadang paling tidak nilai-nilai 
ketaatan pada hukum, kecakapan (bersifat perwira), dan kepribadian yang 
baik. 
Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari 
kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa 
tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan 
suatu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang dan 
tidak mengadakan kantor cabang, kantor perwakilan, dan tidak 
menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam melakukan tugas 
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jabatannya tidak mempergunakan media massa yang bersifat promosi 
(Pasal 2) Nilai yang dapat ditarik dari pasal ini antara lain adalah nilai 
kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, keadilan (objetivitas).27 
Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan 
kepada masyrakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-
baiknya.Notaris juga memberikan penyuluhan terhadap kliennya untuk 
mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyrakat menyadari dan 
menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota 
masyrakat.Notaris juga wajib memberikan jasanya kepada masyrakat 
yang kurang mampu secara cuma-cuma (Pasal 3).Dalam memberikan 
konsultasi hukum terhadap kliennya, notaris dilarang untuk memungut 
bayaran seperti yang dilakukan konsultan hukum.Ketentuan tersebut 
mengandung nilai pelayanan, dengan mengadakan kepentingan klien. 
2. Kode Etik Notaris  
Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus 
berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris (terakhir Tahun 
1990). Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa 
kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh Notaris (selain berpegang teguh 
kepada peraturan jabatan notaris), diantaranya adalah:28 
a. Kepribadian notaris, hal ini dijabarkan kepada: 






1. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat 
kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode 
etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. 
2. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan 
nasional terutama sekali dalam bidang hukum. 
3. Berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan 
kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas 
jabatannya. 
b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus: 
1. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak 
dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
2. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh 
Undang-undang, dan tidak membuka kantor cabang dan 
perwakilan dan tidak menggunakan perantara. 
3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi. 
c. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan: 
1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyrakat yang 
memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. 
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai 
kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyrakat 
menyadari hak dan kewajibannya. 
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota 
masyrakat kurang mampu. 
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d. Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah: 
1. Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan. 
2. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang 
merugikan sesama rekan. 
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama korps 
notaris atas dasar rasa solidaritas dan sifat tolong menolong 
secara konstruktif. 
 
D. Pelanggaran Kode Etik Dan Tindak Pidana Terkait Notaris 
Sepanjang tahun 2010 hingga 2013 para notaris, termasuk notaris 
yang melanggar, bisa bernafas lega. Sebab, selama periode tersebut baik 
Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Majelis Pengawas Notaris (MPN) 
tidak pernah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap notaris yang 
melanggar.Padahal saat kongres INI XX di Surabaya berlangsung, 
mencuat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris.Mulai dari 
pelanggaran UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, penggelapaan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibayarkan 
klien, hingga membuat akta meski berada di balik jeruji besi. 
Bisa jadi, minimnya penindakan notaris pelanggaran disebabkan 
MPN bersifat tidak bisa proaktif, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) 
Departemen Hukum dan HAM Syamsudin Manan Sinaga, MPN tidak bisa 
bertindak tanpa ada laporan dari masyarakat. Pasal 70 UU Jabatan 
Notaris huruf g hanya memberi wewenang kepada MPN Daerah untuk 
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menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
pelanggaran kode etik29. 
Beberapa bentuk pelanggaran kode etik oleh notaris biasanya 
seperti memberikan jasa imbalan berupa uang komisi kepada instansi 
yang bersangkutan, bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk 
dipotong langsung secara presentase dari jumlah honorarium.Besarnya 
cukup bahkan ada yang sampai 60%.Atau mengajukan permohonan 
seperti dan semacam rekanan dan menandatangani suatu perjanjian 
dengan instansi yang sebetulnya adalah klien. 
Terdapat pula kemungkinan terjadinya berbagai tindak pidana yang 
dilakukan oleh notaris, sebab notaris berwenang dalam peralihan hak 
seseorang sehingga sangat punya potensi dalam menimbulkan kerugian 
bagi seseorang.Selain itu salah satu tindak pidana yang memiliki potensi 
kuat dapat terjadi dengan adanya bantuan notaris adalah tindak pidana 
pencucian uang.Seorang notaris dapat membuat akta jual beli yang 
merupakan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan dengan 
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 
pidana.Hal tersebut mungkin saja terjadi, sebab notaris tidak memiliki 
kewajiban untuk mencari tahu asal-usul harta kekayaan dari pengguna 
jasa/kliennya. 
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A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, 
Kantor Notaris Makassar, Majelis Pengawas Daerah Notaris.Penulis 
memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian 
relevan dengan masalah yang akan diteliti. Perlu suatu penelusuran 
secara sistematis terhadap instansi tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
 Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di 
lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap 
notaris di kantor notaris dan Majelis pengawas daerah 
tersebut. 
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, 
dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung. 
2. Sumber Data 
 Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
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para penegak hukum yang terkait dengan rumusan masalah 
penulis seperti notaris dan ahli hukum. 
b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur 
dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung 
penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga 
jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.30 
1. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian 
hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), 
karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif 31 . 
Studi dokumen bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji 
setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, 
yurisprudensi, buku, dan karya tulis ilmiah. 
2. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 
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Ibid., hlm. 68. 
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seorang responden. 32  Peneliti akan menggunakan teknik 
wawancara berencana (standardized interview), 33  yaitu suatu 
wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang 
disusun sebelumnya. Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, 
maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai 
wawancara terbuka (open interview), 34  yaitu pertanyaan yang 
diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden 
tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat 
memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” 
atau “tidak”. 
D. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan 
data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif.Penjelasan secara 
deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. 
Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori 
atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Urgensi Penggunaan Autonomic Legislation Dalam Bidang Hukum 
Pidana 
Autonomic legislation yang dalam bentuk konkretnya pada 
penelitian ini adalah kode etik notaris merupakan kajian yang baru dalam 
ranah hukum pidana.Selama ini sumber hukum pidana positif hanya 
berkutat pada undang-undang.Tindak pidana yang dipandang sebagai 
tindakan yang merugikan bukan hanya kepentingan individu, namun juga 
kepentingan umum diatur secara tegas dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan kode etik yang merupakan seperangkat 
aturan yang mengatur tingkah laku yang jika aturan tersebut ditaati, maka 
tingkah laku tersebut dikatakan etis dan jika tidak maka akan dianggap 
sebagai tidak etis.  
Istilah etika menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan 
dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah 
laku seseorang terhadap orang lain.35Untuk dapat mengetahui benang 
merah antara kode etik dengan hukum pidana, maka terlebih dahulu 
penulis jelaskan mengenai sistematika etika.Secara sistematis, etika 
dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus.Etika khusus selanjutnya 
dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. 
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Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, 
seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, 
tanggungjawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus 
menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing 
bidang kehidupan manusia, pertanyaan dasar etika khusus adalah: 
bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau 
bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan 
manusia sebagai manusia? Etika khusus yang individual memuat 
kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial membicarakan 
tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia.Etika profesi 
adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat pemikiran kritis rasional 
tentang kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai umat 
manusia. 36 Oleh karena itu kode etik profesi merupakan tata perilaku 
kehidupan sosial. 
Berdasarkan sistematisasi etika jelaslah bahwa suatu kode etik 
profesi (baik itu notaris atau profesi hukum lainnya) adalah bagian dari 
etika sosial dan karena hukum pidana merupakan suatu aturan tertib 
perilaku yang melindungi kepentingan sosial, maka titik temu antara kode 
etik dan hukum pidana ada pada lapangan perilaku sosial.Memahami 
benang merah antara kode etik dengan hukum pidana, penulis kemudian 
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melakukan wawancara kepada Ida Nursanty Tahir, sebagai seorang 
notaris senior.37 Menurut beliau: 
“Kode etik itukan tidak mewajibkan untuk pencegahan seperti itu, 
tapi kita sebagai notaris juga tentu harus waspada, misalnya tetap 
memperhatikan klien kita itu siapa.” 
 
Ida Nursanty Tahir menjelaskan bahwa kode etik notaris tidak 
mewajibkan seorang notaris untuk mencegah tindak pidana apapun 
(dalam penelitian ini difokuskan pada tindak pidana pencucian uang), 
namun seorang notaris juga harus tetap memperhatikan kliennya, dalam 
artian pekerjaannya apa kemudian dilihat berapa besar transaksi yang 
dilakukannya. Kewaspadaan harus tetap dipegang teguh oleh seorang 
notaris dalam menjalankan pekerjaannya. 
Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ida 
Nursanty Tahir, Cita Marlika Parawansa sebagai anggota Majelis 
Pengawas Daerah mengatakan bahwa:38 
“Kode etik notaris tidak mengatur yang seperti itu, untuk 
pencegahan tindak pidana pencucian uang misalnya, yah itu kan 
tugas dan wewenang dari KPK.” 
 
Berdasarkan pendapat Cita Marlika Parawansa, kode etik tidak 
seharusnya mengatur mengenai aspek-aspek hukum pidana, khususnya 
pencegahan tindak pidana pencucian uang.Sebab sudah ada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditugaskan untuk melakukan 
pencegahan seperti itu. 
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Pendapat yang sedikit berbeda diutarakan oleh Muhammad Yani 
selaku sekertaris Majelis Pengawas Daerah dari unsur 
pemerintah.Muhammad Yani mengatakan bahwa:39 
“Kalau notaris itu betul-betul protect dan betul-betul profesional, 
bisa. Tapi secara langsung kode etik tidak ada menyebutkan bahwa 
bisa diantisipasi money laundry.Tapi secara moral seharusnya 
ada.” 
 
Muhammad Yani menjelaskan bahwa pencegahan tindak pidana tertentu 
itu sulit untuk diwajibkan, sebab tidak mungkin seorang notaris mampu 
melakukan penyelidikan yang detail terhadap kliennya.Namun jika hanya 
sekedar mengetahui sumber keuangan pengguna jasanya, maka secara 
moral meskipun tidak diwajibkan oleh kode etik, hal itu tetap bisa. 
Ketiga pendapat di atas tidak satupun yang menganggap bahwa 
kode etik mampu berperan sebagai pencegah tindak pidana.Kode etik 
hanya dipandang sebagai aturan tertulis yang tidak lagi dapat diubah 
fungsinya.Untuk meruntuhkan kekakuan pandangan di atas, penulis 
kemudian menggunakan pendekatan hukum progresif. Dalam misi 
merubah keadaan dan membebaskan diri dari krisis fungsi dan legitimasi 
cara berhukum status quo (yang mengedepankan rules dan tekstual), 
hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat progresivisme, 
antara lain:40 
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1) Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum adalah 
alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia 
dan kemanusiaan. 
2) Pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak 
kepada rakyat, dan keadilan harus didudukkan di atas 
peraturan. 
3) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia 
kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.  
4) Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar 
berhukum. 
5) Hukum progresif berwatak responsif, yakni selalu 
dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum 
itu sendiri. 
6) Hukum yang berhati nurani. 
7) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, 
yakni usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang 
lebih mendalam. 
Hukum progresif mendasarkan dirinya pada kewajiban sebagai 
kunci dari tindakan berhukum sehari-hari.Kita melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu, bukan hanya agar kita diterima oleh orang lain, 
tapi oleh karena kita sadar bahwa itu adalah kewajiban kita dalam posisi 
dan kedudukan yang dimiliki.41Begitu pun dengan pencegahan terhadap 
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terjadinya tindak pidana, dalam kerangka hukum progresif seorang notaris 
dapat memandang pencegahan tindak pidana pada umumnya, pencucian 
uang pada khususnya sebagai sebuah kewajiban etik yang diembannya 
dalam menjalankan tugas.42 
Tiada undang-undang yang sempurna dibuat, begitu juga undang-
undang tindak pidana pencucian uang, disinyalir banyak mengandung 
kelemahan diantaranya seperti yang ditemukan oleh Financial Actions 
task Force (FATF) suatu organisasi nasional anti money laundering yang 
memandang dari sudut subtansi undang-undang ini belum memenuhi 
standar internasional, sehingga Indonesia masih dimasukkan dalam list of 
uncooperation nations in the fight against money laundering  dan 
dipandang sebagai tempat yang aman bagi para pencuci 
uang.43Memberikan makna tentang Money Laundering serta merta orang 
akan mengaitkannya dengan harta kekayaan yang diperoleh hasil 
kejahatan, khusunya kejahatan narkotik (drug- related Money Laundering), 
belum lagi dari hasil kejahatan lainnya, mengingat Money Laundering 
harus diartikan tidak lagi hanya berasal dari tindak pidana narkotik (Non- 
drug Money Laundering) seperti perjudian, pelacuran, penyelundupan, 
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korupsi, pelacuran dll, yang patut diwaspadai kejahatan Money 
Laundering seringkali dikaitkan dengan kejahatan terorganisir (Organized 
Crime) baik yang bersifat Nasional maupun Internasional yang 
mempunyai karakteristik seperti adanya kelompok dengan hierarki khusus 
dan organisasi tetap, adanya sistem sanksi khusus yang berlaku di 
organisasi, terlibat lebih dari satu kejahatan, selalu berusaha 
menginvestasikan keuangan yang diperoleh kejahatan dalam kegiatan 
yang sah (white wasching) dan keterlibatan dari oknum-oknum pejabat 
pemerintah serta eksekutif perusahaan swasta.44 
Hal yang menarik dari undang-undang tindak pidana pencucian 
uang ini terlihat dari adanya kewajiban bank untuk melaporkan transaksi 
keuangan yang mencurigakan kepada pusat pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan, padahal bank mempunyai kewajiban untuk 
merahasiakan nasabahnya. Keunikan seperti inilah yang akan menjadi 
landasan perubahan progresif dalam bidang hukum kenotariatan.45 
Peran notaris dalam bidang hukum adalah sehubungan dengan 
memberikan perlindungan hukum ke masing-masing pihak yang 
menghadap kepadanya. 46 Sehingga pencegahan tindak pidana tertentu 
juga harus dipandang sebagai bentuk pendidikan hukum yang baik dalam 
kerangka perlindungan hukum kepada kliennya agar tidak terseret kasus 
hukum di kemudian hari. Dengan melaksanakan kewajiban itu secara 
praktis dapat saja kita akan tersingkir dari kelompok kita. Tetapi itu tidak 
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lagi menjadi ganjalan yang utama. Persoalan kita, bukan lagi soal akan 
disukai atau tidak disukai oleh orang lain, tetapi apakah kita menaati 
kaidah atau norma obyektif yang diterima akal sehat umum atau tidak.  
Menurut penulis pelaksanaan kewajiban-kewajiban tertentu sebagai 
dasar dari kerangka hukum progresif juga sejalan dengan Pasal 3 ayat 1 
Kode Etik Notaris yang merumuskan: 
“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan 
Notaris wajib: 
1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik” 
 
Kewajiban yang diembankan pada notaris untuk mencegah berbagai 
tindak pidana tertentu merupakan moral yang baik dalam menjalankan 
profesi hukumnya. Moral adalah suatu ukuran mengenai baik buruk yang 
diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi 
pekerti,dan susila. Kewajiban pencegahan tindak pidana tertentu itulah 
yang merupakan perilaku yang baik sebagai manifestasi moral dari Pasal 
3 ayat 1 Kode Etik Notaris. 
Selanjutnya menurut penulis dengan menjalankan kewajiban 
pencegahan tindak pidana tertentu, maka seorang notaris tidak hanya 
menjalankan kepentingan pribadinya, tapi telah menjalankan kewajiban 
dari Pasal 3 ayat 6 Kode Etik Notaris yang merumuskan: 
“Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masayarakat dan 
Negara” 
 
Melaksanakan pencegahan tindak pidana tertentu sebagai bentuk 
kewajiban etik merupakan pengabdian terhadap kepentingan masyarakat 
dan negara.Sebab suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana 
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pencucian uang adalah tindak pidana yang merugikan kondisi sosial 
masyarakat dan finansial negara. 
Ketaatan pada hukum obyektif itu membebaskan kita dari 
kungkungan pengkotakan kelompok yang sempit.Kita malah bisa menilai 
dan mengevaluasi apakah ketetapan-ketetapan yang ada dalam kelompok 
kita, itu benar atau salah, baik atau jahat.Dari sinilah letak urgensi 
penggunaan kode etik dalam pencegahan tindak pidana, yang dalam 
penelitian ini difokuskan pada pencegahan tindak pidana tertentu oleh 
notaris.Pencegahan tindak pidana melalui kode etik merupakan hasil dari 
pemikiran kritis terhadap pembangunan hukum pidana. 
Kode etik profesi dan pencegahan tindak pidana tertentu bertemu 
pada titik kewajiban sosial dari suatu profesi.Kode etik yang merupakan 
salah satu autonomic legislation sebagaiamana yang telah penulis 
formulasikan pada akhirnya haruslah menjadi salah satu instrumen dalam 
pencegahan tindak pidana.Merumuskan aspek pencegahan tindak pidana 
dalam aturan kode etik merupakan pandangan yang progresif dalam 
bidang hukum pidana. 
 
B. Penggunaan Autonomic Legislation Dalam Bidang Hukum Pidana 
Istilah “penggunaan” yang penulis gunakan dalam merumuskan 
sub-judul di atas merupakan pembahasan terkait masalah mekanisme 
hukum.Sebelum membahas penggunaan autonomic legislation dalam 
bidang hukum pidana yang dalam penelitian ini difokuskan pada 
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penggunaan kode etik notaris sebagai instrumen pencegahan tindak 
pidana terlebih dahulu harus dipahami mengenai keterkaitan formil dan 
materil antara notaris sebagai sebuah jabatan dengan hukum 
pidana.Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris 
dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula 
notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu 
melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan 
keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan 
kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf 
(alpa) bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang 
diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana ? 
Dalam kaitan ini tidak berarti notaris steril dari hukum atau tidak 
dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum 
pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau 
tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap 
untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan 
pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. 
Jika hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum.Oleh karena itu, 
hanya notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, 
ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud 
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untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang 
melanggar hukum.47 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 
(selanjutnya disebut UUJN) mengatur bahwa ketika notaris dalam 
menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka 
notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, 
administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dan sanksi-sanksi tersebut 
telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan 
Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan 
tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik 
ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran 
yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau 
perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau 
dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan  oleh notairs. 
Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:48 
1) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap. 
2) Pihak (siapa orang) yang menghadap notaris. 
3) Tanda tangan yang menghadap. 
4) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. 
5) Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta. 
6) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta 
akta dikeluarkan. 
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Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau 
administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang 
jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi 
administratif dan sanksi perdata terhadap notaris, tapi ternyata di sisi yang 
lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana 
atau dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris dengan dasar notaris 
telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi 
sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. 
Terkait tindak pidana yang dilakukan notaris, berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan Cita Marlika Parawansa, beliau  
menyatakan:49 
“Sepengetahuan saya tidak pernah ada notaris di Kota Makassar 
yang pernah dituntut melakukan tindak pidana. Kalau di provinsi 
lain mungkin ada.” 
 
Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan Muhammad Yani, 
beliau menyatakan bahwa:50 
“Belum ada notaris yang dituntut melakukan tindak pidana 
pencucian uang, tapi kalau pidana lain banyak, seperti penipuan, 
penggelapan, dan saya tidak tahu kalau di provinsi lain, mungkin 
ada.” 
 
Berdasarkan  pendapat di atas perlu kemudian diteliti lebih jauh 
bahwa mempidanakan notaris tanpa melakukan penelitian atau 
pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau 
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kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemidanaan terhadap notaris 
dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:51 
1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, 
formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan 
keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat 
dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) 
para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan 
suatu tindak pidana. 
2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di 
hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan 
UUJN tidak sesuai dengan UUJN. 
3) Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi 
yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, dalam 
hal ini Majelis Pengawas Notaris. 
Semua kriteria pemidanaan notaris di atas  didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan dan ditekankan pada aspek penyelesaian 
suatu perkara tindak pidana. Sedangkan dalam kerangka autonomic 
legislation dalam bidang hukum pidana ditekankan pada sisi pencegahan 
tindak pidana.Dalam konteks notaris, maka kode etik digunakan sebagai 
instrumen pencegah tindak pidana oleh notaris, baik itu terkait pembuatan 
akta dihadapan atau oleh notaris, secara bersama-sama ataupun sendiri. 
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Salah satu bentuk dari penggunaan kode etik notaris sebagai 
instrumen pencegah tindak pidana misalnya dalam akta otentik 
dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah, maka sebagai bentuk 
moral hukum yang baik, seorang notaris harus melakukan validasi 
keaslian surat nikah tersebut. Notaris minimal harus meminta dua orang 
saksi yang memiliki hubungan keluarga dari kliennya untuk memastikan 
keaslian surat nikah tersebut. Hal ini guna untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana penipuan.Mekanisme seperti ini dapat diatur dalam 
kerangka kode etik notaris.Misalnya lagi dalam hal pembuatan akta jual 
beli tanah, maka seorang notaris pejabat pembuat akta tanah harus 
meminta kliennya untuk membuat surat pernyataan bahwa tanah yang 
diperjual-belikan tidak dalam sengketa, baik itu dalam proses litigasi 
maupun non-litigasi. 
Setiap akta yang dibuat oleh notaris dibuat dengan tujuan untuk 
dipergunakan sebagai alat bukti. Karena akta notaris berfungsi sebagai 
alat bukti, maka setidaknya material yang dipakai untuk menerangkan 
tulisan tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:52 
1) Ketahanan akan jenis material yang digunakan. Hal ini 
berkaitan dengan (diantaranya) kewajiban bagi notaris untuk 
membuat minuta akta dan mensyaratkan jenis kertas 
tertentu untuk pembuatan akta yang digunakan oleh para 
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notaris. Dengan demikian kertas danggap memenuhi syarat 
material untuk daya tahan penyimpanan arsip. 
2) Ketahanan terhadap pemalsuan. Perubahan yang dilakukan 
terhadap tulisan di atas kertas dapat diketahui dengan kasat 
mata atau dengan menggunakan cara yang sederhana. Ini 
berarti bahwa para pihak akan terjamin apabila perbuatan 
hukum di antara mereka telah dilakukan dengan akta yang 
menggunakan jenis kertas tertentu. 
3) Originalitas. Untuk minuta akta hanya ada satu akta aslinya, 
kecuali untuk akta yang dibuat ini original dibuat dalam 
beberapa rangkap yang semuanya asli. 
4) Publisitas. Untuk hal-hal teretentu pihak ketiga yang 
berkepentingan dapat dengan mudah melihat akta asli atau 
minta salinan daripadanya. 
5) Dapat segera atau mudah dilihat (waarneembaarheid). Data 
yang terdapat pada kertas dapat dengan segera dilihat tanpa 
diperlukan tindakan lainnya untuk dapat melihatnya. 
6) Mudah dipindahkan. Kertas dan sejenisnya dapat dengan 
mudah dipindahkan. 
Ketika suatu akta ternyata terbukti mengandung unsur tindakan 
pidana, baik itu unsur materil akta ataupun unsur formil (proses 
pembuatan akta), maka dalam hukum perjanjian ada akibat hukum 
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tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi.53Jika syarat 
subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) 
sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang 
berkepentingan.54Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk 
dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau 
pengampuh. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat 
dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa 
perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika 
syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (nietig), 
tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian 
dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.55 
Penggunaan Kode Etik Notaris Sebagai Instrumen Pencegah 
Tindak Pidana merupakan upaya Penanggulangan kejahatan lewat jalur 
non-penal yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, 
penangkalan, pengendalian) tanpa pidana sebelum kejahatan terjadi. Oleh 
karena itu kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan harus 
mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk ketidakadilan yang 
                                                         
53
 Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata adalah: (1). Sepakat mereka 
yang mengikatkan dirinya; (2). Cakap untuk membuat suatu perjanjian; (3). Mengenai 
suatu hal tertentu; (4). Suatu sebab yang halal. 
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-
orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian.Sedangkan dua syarat yang terakhir 
dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri oleh objek dari 
perbuatan hukum yang dilakukan itu. 
54
Pembatalan karena ada permintaan dari pihak yang berkepentingan, seperti orang 
tua, wali atau pengampu disebut pembatalan yang telatif atau tidak mutlak. Pembatalan 
relatif ini dibagi dua, yaitu: (a). pembatalan atas kekuatan sendiri, aka atas permintaan 
orang tertentu dengan mengajukan gugatan atas perlawanan, agar hakim menyatakan 
batal (nietig verklaard) suatu perjanjian. (b). pembatalan oleh hakim, dengan putusan 
membatalkan suatu perjanjian dengan mengajukan gugatan. 
55
Ibid., hlm. 123. 
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 Sari Jacob, Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan Dengan 
Ketiadaan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang 






Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik 
kesimpulan, yaitu: 
1. Urgensi penggunaan Autonomic Legislation dalam bidang hukum 
pidana adalah sebuah bentuk pendidikan hukum yang baik dalam 
kerangka perlindungan hukum kepada notaris agar tidak terseret 
kasus hukum di kemudian hari. dalam kerangka hukum progresif 
seorang notaris dapat memandang pencegahan tindak pidana pada 
umumnya, pencucian uang pada khususnya sebagai sebuah 
kewajiban etik yang diembannya dalam menjalankan tugas. 
Merumuskan aspek pencegahan tindak pidana dalam aturan kode 
etik merupakan pandangan yang progresif dalam bidang hukum 
pidana. 
2. PenegakanAutonomic Legislation dalam bidang hukum pidana 
merupakan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal 
yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, 





Adapun saran dari penulis, yaitu: 
1. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dari para akademisi 
hukum untuk membuat rumusan yang holistik mengenai 
pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian kejahatan dalam 
bidang kenotariatan.  
2. Perlu dibuat suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mencegah 
berbagai tindak pidana notaris dalam kerangka kode etik. Kebijakan 
yang bersifat non-penal ini merupakan bentuk dari penggunaan 














A.Fuad Usfa. 2006. Pengantar Hukum Indonesia.Malang: UMM Press. 
 
Amiruddin Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 
 
Bambang Poernomo. 1985.  Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 
 
Christine S.T. Kansil. 1996. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta: 
PT Pradnya Paramita. 
 
Edi Setiadi, Rena Yulia. 2010Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha         
Ilmu. 
 
Hassan Shadly. 1985.  Soiologi untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: 
Pembangunan. 
 
Habib Adjie. 2011. Hukum Notaris Indonesia: tafsir tematik terhadap UU 
No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung : PT 
Refika Aditama 
 
Iza Fadri. 2010. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana 
Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Jurnal Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Nasional. 
 
J.E Sahetapy ed. 1955.Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. 
 
Moh. Mahfud MD. Sunaryati Hartono. Sidharta. Bernard L. Tanya. Anton 
F.   Susanto. 2013. Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran 
Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media. 
 
Moeljatno. 1985.  Azaz-Azaz Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.  
 
P. A. F Lamintang. 1984.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: 
Sinar Baru. 
 
------------------------.  2013.  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. 
Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 
 
 2 
Sari Jacob. 2013. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) 
Berkaitan     dengan ketiadaan sanksi Pidana dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris,Magister Kenotariatan. Jakarta: Fakultas Hukum 
Univeritas Indonesia. 
 
Shidarta. 2011. Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim. Medan: 
PUSHAM UII. 
 
Soedarto.1975. Hukum Pidana Jilid I A-B.Semarang: Fakultas Hukum 
Universitas  Diponegoro.  
 
Tongat. 2008.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif 
Pembaharuan.Malang: UMM Pres.  
 
Valerine J.L. Kriekhoff.  1997.  Autonomic Legislation Sebagai Sumber 
Hukum Formal Dalam Penelitian Hukum,  Naskah Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Tetap pada FH-UI Jakarta. 
 
Hukum online.com, Tak ada hukuman buat notaris, di akses dari 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21125/tak-ada-  
hukuman-buat-notaris-nakal, Di akses pada tanggal 2 Oktober 
2014, Pukul 21.00 WITA. 
 
Jimly Asshiddiqie.Gagasan Negara Hukum Indonesia. Diakses dari 
http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_I
ndonesia.pdf.Diakses pada tanggal 19 September 2014.Pukul 
19.44 WITA. 
 
 
 
